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Abstract _

The anthor fries to define police science as a scentific discipline to sindy social probiens and
sgnificant issmes in sociefy and the management of ihe social and moral order of the saciety, and 2o
stdy efforts to enforce the law and justice, and to sindy the fechniques of investigation fo reveal
erimes and cfforis o prevent thew. Since police science is an applicd science, the best methodology o
Ssch patre is interdisciplinary approach. Iis focses and scope, and its approach, is a special applicable
to problens emerging in plural society, such ar Tndonesia. Crivies and soctal problems, fncluding
sogial and moral disorders, ave related to ethnicity and ethic relations. Such problesss then, can ondy
be solved systemically or bolistically through interdisciplinary approach.

PENDAHULUAN

Polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur
kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum,
yaitu mempunyat tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban
masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan
terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan
kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam
keadaan aman dan tenteram (Bachtiar 1994:1). Dengan kata lain,
keglatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah
soslal, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan
sosial dalam suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau
gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut (Suparlan
1985: 61-73; Nisber 1961: 3-18). Masyarakat yang dimaksud adalah
masyarakat setempat yaitu tempat di mana gejala-gejala sosial tersebut
terwujud, maupun masyarakat luas di mana masyarakat tersebut
menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional.

" Pidato Dies Natalis PTIK ke-53, tanggal 17 Juni 1999
“ Gurue Besar Antropologi-Ul, KIK-UL, Program Kajian Amerika-UL



- Pcngertlan masyamkat juga: mencakup pengerman administrasi -
j pemeﬂntahann}ra tokoh-tokoh masyarakfztnya yang dianggap mewakili
-kepentmgan ls,f:se]ahteraan masyarakat yang: bersangkutan

" Keberadaansdan fungsi polisi; dalam masyaxakat adalah ‘sesuai -
dengan tuntutankebutuhan dari masyaralxat yang: bersangl«_utan untuk
adanya‘pelayanan. pohs1 Sebuah masyamkat lokal yang hidup didacrah
pedesaan terpencﬂ yang mampu-mengatur lceteraturan -sosial dalam

_ kehldupan mqsyarakamya meialul pranata adqt yang bexlaku ttdak alxan' e

ls:ompleks atai masyarakat perhotaan yang Jlebih kompleks ch mana
pranata adat yang betlaku dru. tidak fungsional lagi. untuk digunakan
scbagai acuan ‘dalam mengatut .dan menjaga berlakunya keteraturan
sostal; akan memerlukan petugas kepolisian dalam. mengatasi berbagai
masalah sosial yangmerugikan para anggota masyarakat terscbut.

- Masalabismasalah sosial yang ada dalam sebuah masyarakat belum
tentu sama dengan yang terdapat dalam masyarakat lainnya. Dengan
demikian tugas-tugas yang harus dlja}ankan oleh polisi: sesuai - dengan
fungsinya akan dapat berbeda antara . satu ~masyarakat dengan
masyarakat lainnya. Begitu juga:masalah-imasalah sosial yang ada‘dan
yang dihadapi oleh sesuatu negara berbeda antara satu negara dengan
negara lainnya: Schingga bidang-bidang-tugas kepolisian. yang
dijalankan oleh para ‘polisi dan.satu negara bisa berbeda _coz_aknya
dengan yang dijalankan di negara lainnya. Wae X :

“Mengapa demikian? Sepert telah-dijelaskan secara pan]ang lebax
oleh Prof Harsja Bachtiar (1994: 1-10) tugas-tugas kepolisian yang
semula dilakukan sebagai seni (@) dan yang dilakukan secara sclera
orang per orang dan petugas kepolisian telah berubah menjadi rugas-
tugas profesi atau tugas-tugas keahlian sesuai dengan perkembangan
masyarakat serta berbagai permasalahannya dan sesuai dengan
tuntutan kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan -polisi yang
profesional dan terpercaya.-Untuk dapat menjalankan tugas~tugﬂé
profesi tersebut polisi dibentuk melalui pendidikan formal sechubungan
dengan pengetahuan yang dapat digunakannya untuk menjalankan
tugas-tugas kepolisian dalam masyarakat sesuai- dengan tuntutan
kebutuhan masyarakatnya e



ILMU PENGETAHUAN DAN PENGGOLONGANNYA -
et Menurut konvensi: umum yang berlaku secara tradisional, ﬂmu
pengetahuan dibagi dalam tiga golongan, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan
alamiah (natural scenter)y, Imu-ilmu pengetahuan sosial (rocia/ seiernces),
dan'hurhaniora (humanities). Masmg-masmg golongan tersebut mencakup
se]umiah bidang ilmu. pengetahuan (disciplinary). Di dalam masing-
masiig bldang ilmu pengetahuan itu para zhli mengembangkan ilmu
pengetahuan Sebuah bldang ﬂmu pengetahuan ditandai oleh acian.ya__
paradigma yang membedakannya dengan paradigma yang dipunyai oleh-
bidang-bidang ilmu pengetahuanlainnya. Menurut Thomas Kuhg
(1970) ilmu‘pengetahuan betkembang karena adanya paradigma baru
yang miengenyampingkan paradigma-paradigma lama. Dengan kata lain
dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui sebuah
proses revolusi ilmizh dan bukan evolusi ilmiah. Ini berbeda dari
keyakinan yang secara ‘tradisional berlaku yang menyatakan bahwa
ilmu 'péngetahtian'berkembang secara bertahap berlandaskan atas
paradigma-paradigma yang sudah ada sebelumnya. sebagaimana yang
dipelopori oleh Katl Popper (1959):

Pembagian ilmu pengetahuan dalam tiga golongan tersebut telah
ditantang kebenarannya oleh Taylor (1985: 26-33) yang menyatakan
bahwa pada dasarnya perbedaan yang ada dalam ilmu pengetahuan
adalah antara ilmu pengetahuan alamiah dan humaniora atau ilmu-
ilmu kemanusiaan. Perbedaan mendasar tersebut disebabkan oleh
paradigma ‘yang memang berbeda atau bahkan bertentangan. Ilmu
pengetahuan alamizah adalah kajian mengenai gejala-gejala alam dengan
tujuan untuk menemukan hukum-hukam yang merupakan hakekat
dan keteraturan yang terwujud dan hubungan - di antara gejala-gejala
yang dikaji. Idlam kajian tersebut tidak diperlukan adanya interpretasi
dan oleh gejala yang dikaji; karena tujuan kegiatan penclitian adalah
pemecahan masalah dan teka-teki yang terwujud di dalam dan
hubungan-hubungan di antara gejala-gejala yang dikaji. Sedangkan
humaniora bertujuan untuk memahami kelakuan manusia dan
ungkapan-ungkapannya: Oleh karena itu bercorak interpretatif atau
hermeneutik. Landasan paradigmanya adalah, karena manusia it
makhluk pemikir dan berperasaan maka manusia itu sebenarnya adalah
penginterpretasi dirinya sendiri dan lingkungannya. Schingga untuk
danat memahami rehenaran vano ada mada mamercia cdam Tim ek o o e



maka digunakan pendekatan, interpresatif; karena kebenaranitu sendiri
ada dalam interpretasi ‘dan bukan pada. fakta-fakta sosial;.
+:Sedangkan. ilmu-ilmu: pengetahuan sosial; yang. daiam se;arah

perkembangannya berusaha untuk menjadi: ﬂmzah dan yangoleh. katena -

itu mengadopsi filsafat posmwsme yang: men]arh landasan dari’ ﬂmu-
ilmu pengetahuan-alamiah untuk dijadikan. paradxgmanya -telah
ditantang oleh: kemunculan paradzgma paradlgma baru yang

o mtexpretatxf yang: dmamakan sebagat ‘post pofzz’zmm atau, constructivisyy
- (bbat Guba, 1990) -Pada: dasamya perbedaan antara posmwsme dan’

postpositivisme adalah perbedaan -antara paradigma atau metodolog1
yang-kuantitatif (positivisme) yang berlaku dalam 11mu pengetahuan
alamiah-dan paradigma atau merodologi humaniora yang kualitatif
(post. positivisme).“Metodologi kualitatif -yang:semula merupakan
metodologi andalan:dalam: ant:opoiocrl pada, masa kini telah
dxkembéhgkan menjadi metodologi yang: digunakan. dalam semua
bidangﬂbzdang ilmu: pengetahuan sosmi {lihat Denzm dan Lincoln,
i Apa yang patut dlpcrhatikan dalam pexkembangan fimu pengetahuan
adalah adanya bidang-bidang ilmu pengetahuan, seperti antropologi
misalnya, yang pada tahap pertama keberadaannya hanya berlandaskan
pada satu paradigma atau paradigma tonggal(yaitu teori evolusi yang
positivistik) maka ‘pada masa sekarang antropologizadalah:ilmu
pengetahuan berparadigma banyak (2 muliiple paradign science). Gejala
yang sama juga terdapat dalam sosiologi (Ritzer 1975). Yang juga patut
diperhatikan adalah:adanya kemunculan bidang-bidang ilmu
pengetzhuan yang semula -hanya berupa bidang-bidang I«:a)lan sepem
misalnya ilmu administrasi dan flmu komunikasi. . .. . :
Sesuatu bidang kajian, yaitu serangkaian mara kuliah yang dza}arkan
dalam sebuah program pendidikan tinggi untuk sesuatu-bidang
keahlian, dapatimenjadi sebuah bidang ilmu pengetahuan pada waktu
dipenuhinya syarat-syarat: (1). Adanya komuniti: ilmiah, yang terdiri
dari para ahli atau pakar dalain bidang-bidang yang tercakup dalam
bidang kajian tersebut, yang saling berkomunikasi dan yang merupakan
sebuah pilar penegak bagi keberadaan bidang kajian tersebut. Komuniti
ilmiah dapat terwujud dalam bentuk asosiasi atau perkumpulan profest:
(2) Adanya paxadigmé yang menjadi acuan dan bidang kajian tersebut
danat dibedakan dari paradigma vane dipunvyai oleh bidang kajian



fainnya: (3) “Adanya jurnal dlmiak; di mana para ahli dan alumninya
sahng mengkomunikasikanhasil-hasil ‘kajian ilmiahnya. _

“Sesuatu bidagg: ka}mn diselenggarakan di perguruan tinggi karena
dn-asai\.an ‘pentingnya ‘kajian terschbut bagi:masyarakat yang: bersang-
kutan. Kajian-kajian® tersebut: disclengparakan untul menghasﬂkan
keahlian: profesmnal dalam bidang-bidang tertentu (seperti Kajian
Amer;l«ﬁa Jepang ‘Australia. Wanita, dsb.). Kajian-kajian seperti-itu
bidsanya ‘bercorak: amaxb1dang (interdisciplinary) dan bukannya mono
bidang ataw banyalk b1dang Karena itu pembiayaan’ penyelenggaraan
program antarbidang di pergutuan tinggi lebih hemat dan-efisien. Di
Universitas-universitas di- Amerika Serikat penyelenggaraan program
Kajian Amerika’ (American Studies) disclenggarakan baik secara mult
bidang’ maupun secara antarbidang penyelenggaraan program kapan
saja yang multibidang tersebut telah dimungkinkan karena tersedianya
daria yarg cukup besaridan dengan tujuan bukan hanya menghasilkan
tenaga-tenaga profesi tetapi juga keahlian akademik atau intelekeual.
Karena dalam pendekatan antarbidang, tenaga ahli yang dihasilkan
bidsanya adalahtenaga-tenaga profesi (Supatlan 1998). Jadi, sesuatu
b1dang kajian ‘yang antatbidang biasanya tidak diselenggarakan di
perguruan tinggi untuk tujuan ‘menghasilkan tenaga ahli intelektual
atau’ akademik: (seperti antropologi, sosiologi, biologi, dsb).

~‘Apakah sesuatu-bidang kajian ‘di perguruan tinggi tersebut dapat
juga ‘menghasilkan tenaga ahli pada tingkat §3 atau doktor? Tentu
saja‘dapat.sepanjang syarat-syarat-yang ‘telah dikemukakan di atas
dipenuhiPandangan kuno, seperti yang masih diikati oleh Depdikbud,
bahwa doktor harus dihasilkan oleh program pendidikan bidang (#se-
Ppline), sebenamya telah ditinggalkan di dunia perguruan tinggi dan
akademik di luar Tndenesia. Karena kekunoan pandang tersebut maka
di Universitas Indonesia misalnya, di Program kajian Wilayah Amerika
ada tenaga-tenaga pengajar yang bergelar S3 dalam Kajian Amerika
(American Stuidies) tamatan dari Amerika Serikat; sementara Program
Kajian Wilayah Amerika; Ul senditi tidak diperkenankan membuat
program-S3; quaupun syarat syarat seperti . tersebut di atas telah
chpf:nuhl : ; e '



'ILMU I@?OLISIAN Ll ey eunmiavan -
* Pada’ tahap mhap pextama Perhembangan mu Lepohsmn ka]mn_

_ kepohslan yang diselenggarakan di berbagai pencﬁhdzk&n tinggi-di lnar -
negetipada dasamya ditujukan untuk meng}msﬂkan tenaga-tenaga.ahli

atau profesi dalambidang’ kepohsmn H’ll yang sama juga berlaku dalam * -

' sejarah. chohsmn di-Indoncsia’(/har. Bachtzar -1994:.1- -16). Bldanv
kajian kepolisian yang dzbeienggamkan di perguruan tinggi di Amerika

- Serikat mlsalnya kemudlan berubqh menjadi b;daﬂg il pengetahuani._ —
: --dengan betbagai:nama, antara: Taing pf)]zo’e oienee (lmu kepohsmn) police
adwinisiration (ac";mlmstram lxc:pohsmn) cisb '\Xfalaupun telah ada ilmu

kepolisian sebagai bidang ilmu; tetapi- program:program:yang
dinamakan sebagai kajian kepolisian (pofice sizdies) tetap ada. Perbedaan -
tersebut nampaknya bukan karena perbedaan psinsip, tetapi lebih pada
permasalahan se;arah setempqt dan keberadaan kajlan kcpohszan atan
il “kepolisias. E e e Cn

llmuwe }\epohslan menurt Prof Harsyl Bacht{ar tcrbcntulx sebagai
hasil :penggabungan unsur-unsur pengetahuag yang berasal dari
berbagat cabang il pengetahuan yang sudah lamamerupakan bagian
dan ilmu: pengetahuan, terutama Pengetahuan ‘Hukum, khususaya
Hukum Pidana dan Acara Perdata; Kriminologi, Kriminalisuk dan
llmu Kedokteran-khususnya Patologi-Forensik. Apa yang patut
digarishbawahi dari pernyataan tersebut adalah bahwa llmu Kepolisian
adalah hasil dari penggabungan unsur-unsur pengetahuan yang berasal
dan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sebetulnya penggabungan dasi
sejumlah cabang ilmu pengetahuan belum dapat dikatakan sebagai
mewujudkan sebuah ilmu pengetahuan. Apa yang patut diperhatikan
adalah bagaimana sejumlah cabang ilmu. peagetahuan tersebut
digabungkan oleh para ahli dan penggabungan tersebut berpengaruh
terhadap kemunculan sebuah bidang ilmu pengetahuan dan terhadap
corak paradigma, metodologi dan metode-metodenya, terhadap
pengembangan konsep-konsep dan teori-teosi yang &ziembangkmnya

yang menjadi ciri-cirl keilmuvannya. : ol

Bila digabungkan dalam bentuknya sebagai sebuah lxumpulm mata-
mata kuliah dalam sebuah program penchdlkan maka penggabungan
tersebut ‘hanya akan terwujud sebagai sebuah kurikulum dan tidak
menghasillkan adanya sebuah bidang ilmu pengetahuvan. Persyaratan-



persyaratan yang telah dikemukakan di atas adalah yang menyebabkan
penggabungan sejumlah ‘mata kuliah dapat menghasilkan apa yang
“dinamakan sebagai sebuah bidang ilimu pengetahuan. Dengan demikian

harus. dibedakan antara ‘apa yang dinamakan sebagai bidang ilmu
'pengetahuan dan'program pengajaran atau kutikulum.

Bldang ilmu-pengetahuan adalah sebuah paradigma atau sudut

- pandang dankeyakinan ilmiah tertentu mengenai sesuatu bidang kajian

ilmiah; dan: yang tercakup di-dalamnya adalah metodologi dan metode- '
metodenya sasaran kajidnnya, dan teon teoﬂ serta konsep konsep yang
digunal«.an dan dihasilkannya. - : s

#1lmu kepolisian, seperti yang telah dlkemukakan oleh Prof. Hazs]a
Bacnar_(l994 16);juga diperkaya dengan kajian-kajian dalam bidang-
bidang ‘sosiologi, antropologi,ilmu manajemen, administrasi, filsafat,
sejarah, ilmu kimia,'sebagai tambahan dati betbagai cabang ilmu yang
menjadi landasan pembentukannya. Sebagai sebuah bidang ilmu
profesi, maka ilmu kepolisian berkembang sesuai dengan berbagai
masalah sosial yang ada dalam masyarakatnya, baik yang terdapat pada
tingkat masyarakat-lokal maupun pada tingkat .nasional. Begitu juga
berbagai masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat pedesaan,
masyarakat perkotasn, maupun masyarakat kota metropolitan.

+Jika ‘demikian apakah yang dinamakan ilmu kepolisian? Mengacu

pada ‘kajian’ dan  pembahasan yang telah dikembangkan mengenai
kepolisian dan fungsinya dalam struktur kehidupan masyarakat serta
kepiatan-kegiatannya dalam memecahkan berbaga: masalah sosial dan
isyu-isyu penting (/hat Bailey, 1994; Bailey, ed., 1995: 9-14; Black,
1960; Chan, 1997; Fredmann, 1992; Stephens, 1988; Kelling dan
Coles, 1996; Miethe dan Mec.Corkle, 1998: 231-243; Roberg dan
Kuykendall, 1993); ilmu kepolisian dapat didefinisikan sebagai sebuah
bidang‘ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial
dan isyu-isyu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral
dan ‘masyarakat, mempelajari upaya-upaya pencgakan hukum dan
keadilan, dan mempelajari tehnik-tehnik penyidikan dan penyelidikan
berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegzhannya.

Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan, profesi ilmu kepolisian
menekankan kajiannya pada identifikasi masalah-masalah dan peme-
cahannya secara profesional. Karena itu pendekatan metodologinya,
ilmu kepolisian menekankan pada pentingnya pendekatan antarbidang



(interdisciplinary: approach) walaupun pendekatan mono bidang ataupun
yang zalsi-bidang juga digunakan, Contohnya adalah Ainsworth dan
Pease: (1984) ‘yang menggunakan.pendekatan psikologi atau Yarney

(1990) 'yang menggunakan. pendekatan p31koiog1 sosial untuk

memahami polisi dan pekerjaannya. v -

~:Sebagal sebuah bidang ilmu - pengetahuan profe51 bukan hanya-
..pendekatannya syang-mempengaruhi-perkembangan ilmu. kepolisian
sebagai ilmu-pengetahuan, tetapi yang juga betpengaruh besar teshadap

---perkembangannya sebagai ilimu pengetahuan: adalah masalah-masalah -

dan isyu-isyw sosial yang ada dalam kehidupan-masyarakat di-mana
polisi tersebut berfungsi. Konteks masyarakat dan kebudayaannya di
mana polisi itu berfungsi merupakan isyu yang kritikal dalam.menilai
berfungsiatau tidaknya polisi sebagai sebuah pranata otonom dan
sebagai organisasi pengayom masyarakat serta penegak hukum. Dalam
sebuah masyarakat yang-otoriter' maka fungsi polisi adalah melayani
- atasan-atau penguasa untuk menjaga kemantapan kekuasaan otoriter
pemerintah yang berkuasa. Sedangkan dalam masyarakat madani yang
demokratis-modern dan bercorak majemuk, seperti Indonesia masa
kini yang sedang mengalami reformasi menuju masyarakat madani yang
demokratis, maka fungsi polisi juga harus sesuai dengan corak
masyarakat dan kebudayaan Indonesia tersebut, Jika tidak maka polisi
tidak hanya tidak akan berfungsi sebagaimana scharusnya tetapi
bahkan tidak akan memperoleh tempat dalam masyarakat Indonesia
sebagal pranata yang otonom yang dibutuhkan keberadaannya oleh
masyarakat Indonesia.

POLISI INDONESIA DAN MASYARAKAT MAJEMUK IN-
DONESIA.

Dalam uratannya mengenai tuntutan proefesionalisme di kalangan
kepolisian, Prof. Harsja Bachtiar mengatakan bahwa polisi Indonesia
harus mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di Indonesia
yang corak masyarakatnya amat kompleks sebagaimana dikatakannya
(1994 : 9):

Indonesia. sangat berbeda daripada kebanyakan negara lain di dynia ini,
babkan merupakan kepulasian yang amat banyak pulannya, dan berpendudute
sedemikian banyak sehingga merupakan negara keempat di dunia, sesudah



Cina dan Amerika Serifeat, bila dinkur atas dasar.jumlab pendudilnya. In-
donesia- mgrupakan kepulanan yang memperlibatkan daerab-daerah yang
}ze_}??}eﬁcz-bedcz fsz@ag /ffig)éﬂﬁgaﬂ._ alamnya. berbeda-beda babasa: dan
Eébidayaan peadiduknya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda sejarah
perkenbangan pendidikan dan tingkat pendidikan pada smumnya, berbeda-
bed ingkat perkembangan ekonomi-dan teknologinya, berbeda-beda prasarana
korunikasinya, - berbeda-beda pmmmm pengangkuian dan perbubunganuya;.
sertacherbeda-beda dalawm bﬁfbagaz hal lain. Begitulah keadaan i ryz/@a/)
fzegara _yczfzg“ﬂzefygdz “/apzmgm kerja’t kepolisian Republik: Tndonesia. e
~Sesunggulinya masyarakat-Indonesia‘tidak hanya amat Lomp}eks
t:éta;'pi juga bercorak majemulk. Sebagai sebuah masyarakat majemuk,
Indonesiasadalah sebuah-masyarakat-negara yang terdiri atas banyak
sulu bangsa, yang jumlahnya lebih dan 500 buah, yang dipersatukan
olch sistem nasional Indonesia (#bat Suparlan, 1979). Suku bangsa
sebagai ‘scbuah golongan sosidl ‘yang askrpief dapat mewujudkan diri’
dalam bentuk kelompok-kelompok atau masyarakat-masyarakat suku
bangsa. Masing-masing dengan ‘kebudayaan atau pedoman bagi
kehidupan yang digunakan oleh para pelakunya untuk memahami,
memanfaatkan danmenguasai sumnber-sumber daya dalam lingkungan
yang metrcka hadapi sehari-hart untuk pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan mereka. Secara samar-samar maupun secara jelas masing-
masing suku bangsa di Indonesia mengakui dan diakui hak kepemilikan
dan penguasaannya aias wilayah-wilayah yang merupakan lingkungan
tempat hidup dan mata pencaharian mercka, hak yang sudah ada
sebelum adanya hak nasional yang dipuayai oleh sistem nasional In-
donesia, karena suku bangsa-suku bangsa di Indonesia sudah ada
sebelum adanya Reyubhl\_ Indonesm yang chproldamasxkan pada 17
Agustus 1945 N
Suko bangsa-suku bangsa di Indonesia memperfihatkan keanekara-
+gaman secara horizontal dan vertikal: keanekaragaman secara
demografi, ekonomi dan teknolog, politik dan corak kebudayaan pada
umumaya. Keanckaragaman suku bangsa tersebut diperkaya lagi
dengan masuk dan diterimanya agama-agama tradisi besar (Hindu,
Budha, Islam, Katolik, Kristen dan Protestan). Agama-agama tradisi
besar tersebut secara terseleksi menjadi agama masing-masing suku
bangsa di Indonesia yang menjadi pedoman bagi kehidupan dunia dan
akhirat, sehingga agama tersebut menjadi bagian atau bahkan inti dan



kebudayaan suku: bangsa yang bersangkutan.:. :
Sf:tlap orang Indonesiz adalah: SEOrang warga suku bangsa Dla '
‘mempunyai jat ‘diri suku: bangsa atau Lesukubangsaan tanpa mampu
untuk menoiaknya Karena ‘setiap ‘orang Indonesia dilahitkan oleh
orang tuayang masmg—rnasmg mempunyai jati diri: suLu bangsa. Dalam
keadaan ditmanakedua orang tua berasal dan sukubangsa yang berbeda

: mak_é-jdjﬁ'iﬁempunyai pilthan jat diri suku bangsa yang dapat diacunya,

- yaitu kesukubangsaan bapaknya; ibuﬁy’a' atau daerah tempat dilahirkan -

o dan dlbesarkannya (Suparlan 1972) Seorang anak bukan hanya

dﬂahirkan dalam keluarga sukubangsa: tetapi juga sejak bayi dibesarkan
men}adi manusia dan- makhluk sosial:serta berbudaya oleh keluarga
atau orang tuanya yang dilakukannya dengan mengacu pada
kebudayaan sukn bangsanya:: Karena itu -kesukubangsaan dan
kebudayaan suku bangsa yang dipunyai oleh seseorang adalah sesuatu
yang utama dan’ yang pertama atau yang primordial dalam
kehidupanﬁya Karena itu sentimen kesukubangsaan dengan mudah
digalang untuk sohdantas g memenangkan sesuatu pcrsamgan arau
Lkonflik. : ¥ SER
~Sedangkan “sistem nasional; yang tf:rwu;ud sebagal negara dan
pemerintahan, dibentuk berlandaskan pada prinsip ideologi kebangsaan
yang.rasional yang berada di:atas:idan memayungi berbagai bentuk
sistern kesukubangsaan dart -suku bangsasuku bangsa di Indonesia.
Termasuk dalam pengertian ini adalah konsep hak atas air, udara, dan
bumi beserta segala isinya yang mendudukkan posisi hak suku bangsa
sebagai-berada di bawah hak yang dipunyai oleh negara. Dalam
keadaan demikian, hubungan antara sistem nasional dengan suku
bangsa-suku- bangsa yang ada di Indonesia sebenarnya dapat dilihat
sebagai berada dalam hubungan konflik atau hubungan persaingan
untuk memperebutkan hak penguasaan dan pendistribusian atas air
dan bumi beserta segala isinya, serta hak ‘untuk ‘mengatur dan
memerintah masyarakat-masyarakat-suku bangsa yang ada.-

Sistem nasional Indonesia adalah sebuah sistem yang didasari oleh
ideologi kebangsaan yang rasional dan tetbuka bagi semua warga
negaranya untuk memasuki dan menduduki jabatan-jabatan yang
tersedia dalam pranata-pranata atau-lembaga-lembaganya. Karena
sistem nasional tersebut terbuka dan karena dalam sistem nasional
Indonesia tidak ada ketentuan bahwa kesukubangsaan tidak boleh



diaktifkan dalam persaingan untuk-memperebutkan sumber-sumber
daya dan jabatan- -jabatan; yang tersedia dalam struktur-scrukturnya
maka sistem’ nasmnal merupakan ajang pertentangan antar suku bangsa - |
_dalam upaya memperebutkan :atau mempertahankan sesuam ;abatan E
atau sesuatu penguasaan atas sumber-sumber daya yang tersedia. -
Masyamkat ma;emuk termasuk masyarakat Indonesia, adalah
' masyamkat yang rawan konflik yang dapat menjurus pada dlszntegram o
*masyarakatnya. Ko_nfh}_& “konflik yang potensial ‘menuju disintegeasi -

. "inééyéfﬁka't 'adél'ah" konflik antar’suku bangsa, termasuk konflik antar

pemeluk agama karena mehbatkan sentimen-sentimen primordial yang' :
mendalam dan'mendasar (Suparlan;19992). Tidaklah mengherankan

bahwa dalam masa pemerintahan Orde Baru sistem nasional Indone-

sia bercorals otoriter; karena hanya dengan corak pemerintahan otoriter

yang didukung oleh militer dan polisi tersebut integrasi masyarakat

Indonesia sebagai masyarakat majemuk dapat dijaga keutuhannya.
Dampak dari pemerintahan yang ototiter tersebut adalah bahwa

dinamika kehidupan suku bangsa dan kesukubangsaannya tertekan,

dan pada waktu pemetrintahan Otrde Baru digantikan oleh

pemerintahan ‘reformasi yang demokratis dalam perbandingannya

dengan corak pemerintahan Orde Baru, maka berbagai bentuk

kekerasan dan kerusuhan antar suku bangsa bermunculan yang dapat

dilihat sebagai’ ungkapan Lebebasan mereka dart berbaga1 tekanan

kekerasan. ST R : :

Pemerintahan reformasl d1 bawah Pmmden Hab1ble yang bertujuan
menciptakan masyarakat madani Indonesia yang modern dan
demokratis, sebagaimana dikemukakan-oleh beliau di berbagai
kesempatan, akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang lebih
kompleks lagi berkaitan dengan berbagai permasalahan kesuku
bangsaan dan hubungan antarsuku bangsa. Permasalahan
primordialitas dan modernitas; dengan prinsip-prinsip yang hakiki dan
demokrasi, dan dengan berbagai bentuk perubahan sosal budaya akibat
dari globalisasi dalam abad kita dewasa ini; sudah tidak ada lagi yang
dapat membendungnya (Suparian, 1999b).

Masyarakat madani atau masyarakat sipil menurut Geliner (1995:
32) adalah sebuah masyarakat dengan seperangkat pranata
nonpemezintah yang cukup kuat untuk menjadi penyeimbang dan
kekuasaan negara, dan-yang pada saat yang sama, mendorong



pemerintah:untyk menjalankan peranannya- sebagai penjaga
perdamaian dan pcnangah diantaraberbagal kepentingan utama dalam
masyarakat,®serta: mempunyai: kemampuan untuk menghalangi atau
mencegah negara untuk:mendominasi .dan mengecilkan peranan
masyarakats Coral-masyarakat sipil: bertentingan-dengan -corak
miasyarakat yang despotik, karena di dalam masyatakat yang despotik
kesadaran sosial yang ada dalam berbagai:kelompok masyarakat -

golongan: bawah akan ditindas dan -dicksploitasi untuk kepentingan -
sdan Leuntungan pemerintah. Sementara masyarakat madani atau sipil” -

yangimodern dibangun betlandaskan demokrasi yang mencakup
prinsip:prinsip kedaulatan takyat, pemerintahan berdasarkan
persetujuan dan yang diperintah oleh kekuasaan mayoritas, hak-hak
mineritas; jaminan-hak-hak azasi-manusia, pemilihan yang bebas.dan
jujur; persamaan hak dizdepan hukum,proses hukum yang wajas,
pémbatasan’ kekuasaan pemerintah secara ‘konstitusional,
kemajemukan sosial, ekonomi, dan -politik, nilai-nilai toleransi,
pragmatisme, ketja sama dan mufakat (4hat Lubis, 1994).

- Patut dicatat bahwa demokrasi pada dasarnya adalah sebuah
kebudayaan-konflik, yaitu-menekankan: pada pentingnya perolehan
sesuatu melalui persaingan, Persaingan harus mengikud aturan-aturan
main atau-hukem yang adil-dan beradab. yang berada .di bawah
pengawasan ‘wasit. Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis,
polisi'dapat dilihat sebagai wasit atau penjaga untuk ditaatinya hukum
oleh warga masyarakat. Pada sebuah masyarakat yang baru saja
terbebas dari kekuasaan pemerintahan yang otoriter; hukam atau aturan
main yang berlaku biasanya tidak adil dan tidak beradab, karena hukum
tersebut telah dibangun untuk memenangkan penguasa atau pemerintah
dan yang dijalankan dengan menggunakan kekerasan secara paksa.

“Membangun masyarakat -madani yang modern berarti juga
membangun kebudayaan profesional berikut pranata-pranata yang
menjadi wahana dan sarananya. Berbagai permasalahan yang muncul
dalam masyarakat-masyarakat modern juga akan muncul dalam
masyarakat Indonesia. Masalah-masalah tersebut mencakup berbagai
bentuk kerusuhan yang diakibatkan oleh adanya kesenjangan sosial,
berbagai macam kejahatan termasuk ke)ahatan kerah putih dan
pf:madatan narkoba, dan teror.



-+ Kompleksnyz permasalahan yang-dihadapi masyarakat dan bangsa
Indonesia'dalam masa reformasi ini; ditambah lagi dengan kemunculan
berbagal partai politik: dengan‘perjuangan untuk menguasai. politik
negara di satu.pthak:dan‘mempertahankan politik negara di pihak yang
lain, serta muncalnya berbagai kerusuhan antarsuku bangsa dan konflik
ideologi,"menghadapkan-polisiipada situasi:yang menuntut
kemampuan profesional untuk dapat mengatasi: dan mcredamnya '
secara tepat dan bl}aksana Untule ita berbagai pedoman’ bertindak
'yang diwarisi dari zaman pemetintahan’ Orde Baru:di mana- pohsf
meénjadi bagian dari doktrin/ ABRI arau militer sudah- harus
ditinggalkan untuk:diganti dengan ;pedoman perpolisian yang sesual
dengan fungsi polisi yang baru, yaitu sebagai kekuatan sipil yang dibesi
kewenanganuntuk-menjadi pengayom masyarakat dan penegak hukum:

“Mengingat:bahwa hampir:semua permasalaban: itu hanya dapat
dipecahkan secara holistik atav sistemik, artinya permasalahan yang
ada itu dihasilkan: oleh sejumlah permasalahag atau gejala-gejala yang
secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan
menyeluruh maka peredaman atau pemecahan permasalahan yang
dihadapi-hanya mungkin dilakukan dengan ‘cara ‘meredam berbagai
gejala atau permasalahan yang menghasilkan permasalahan tersebut.
Kemampuan- mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisa, serta
mengambil keputusan untek rekomendasi tindakan peredaman yang
tepat atas permasalahan yang dihadapi hanya mungkin dapat dilakukan
oleh perwira polisi-dengan pengetahuan bertaraf pendidikan 83 atau
setidak-~tidaknya pendidikan-82. .

Mengantisipasi masa depan Indonesia yang rnadam dan modern
serta demoliratis dalam-wadah masyarakat Indonesia yang bercorak
majemuk; dengan-berbagai permasalahannya yang kompleks, polisi
sudah'harus secara dini mempersiapkan dirinya dengan tenaga-tenaga
kepolisian yang profesional yang mempunyai pengetahuan dasar
profesi sebagai polisi-yang dilengkapi dengan tambahan pengetahuan
profesional yang khusus sesuai dengan permasalahan yang ada. Pro-
gram S2 Kajian Ilmu Kepolisian (KIK), Universitas Indonesia telah
mewisuda Angkatan Pertama, dan sebentar lagi akan mewisuda
Angkatan Kedua. - '

Angkatan Pertama membuat tesis-tesis yang sebagian terbesar
adalah mengenai Polisi dan Kepolisian, sedang Angkatan Kedua pada



saat-ini-sedang membuat tesis yang kesemuanya adalah mengenai
masyarakat-masyarakat pinggiran; miskin, kumuh, dan liar yang
terfokus pada corak keteraturan:sosial yang'ada dalam masing-masing
mésya_réka_tztexs_ebut. Tesis yang mercka buatdidasarkan atas penelitdan
lapangan yang: telah mereka lakukan dengan menggunakan metode
etnogr'aﬁ"'Mas'y'a'rakat piﬁgg‘iran ‘kurmuh, miskin, atan liar adalah
' masyarakat-masyarakat yang:reatan masalah-masalah sosial, ‘baik
'_sebagm sumber ‘berbagai ge;olak dan Lerusuhan sosial serta kejahatan
maupun sebagm sasaran kejahatandtu ‘sendiri-Para-lulusan Angkatan
Kedua Program 52 KIK dlharapkan akan dapat berperan sebagai ahli-
ahli“dalam masalah-masalah-ketertiban.sosial dan masyarakat
(kamtibmas) yang mampu untuk mendeteksi secara awal berbagai
gejolak sosial, menganalisa. dan merekomendasi tindakan-tindakan
yang tepat untuk mengatasinya. Di samping itu, masing-masing
mempunyai keahlian-keahlian profesi sebagal perwira pohm yang
bertaraf pendidikan S2. :
- Program 52 KIK Universitas Indonesia pada saat ini juga sedang
mempérsi_apk'an Program §3. Berbeda dengan Program 52 KIK, Pro-
gram 83 KIK mempersiapkan para mahasiswanya untuk dapat menjadi
pemikir intelektual dap penganalisa yang miandiri atau yang dapat
bekerja secara’ individaal sebagai doktor atau sarjana strata tertinggi
(53) dan sebagai tenaga profesional kepolisian. Kurikulum yang dibuat
menyajikan mata kuliah wajib yang diselenggarakan sebagai seminar,
dan'mata kuliah pilihan bagi masing-masing mahasiswa sebagai kajian-
kajian mandiri. Kajian-kajian mandiri ditawarkan kepada para
mahasiswaagar masing-masing dapat-mendalami dan mengembangkan
lebih lanjut pethatian ilmiah atau profesional mereka masing-masing
di bawah bimbingan pengajar yang berwenang, Perhatian ilmiah atau
profesi kepolisian dapat mereka kembangkan sebagai landasan
pembuatan- tesis 83 'yang secara ilmiah dan profesional dapat
dipertanggungjawabkan mutunya.

Dalam situasi yang serba bergejolak dalam masa reformasi ini,
Kepolisian Indonesia sebagai pranata dan sebagai organisasi pelayanan
ketertiban dan-rasa aman masyarakat, bukan hanya memerlukan
tenaga-tenaga polisi bertaraf pengetahuan 82 dan S3 yang handal dan
profesional, melainkan juga memerlukan suatu badan atan lembaga
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masalah sosial dan:kepolisian..Lembaga yang kegiatannya adalah
mengka}; ‘berbagai permasalahan sosial dan kepolisian dalam
masyarakat Indonesia yang sedang dengan cepat mengaldmi
petitbahan; harus: mendokumentasikannya, menganalisanya, dan
memberikan’ rekomendasi- rekomendasi kebijaksanaan kepada
pimpman Kepolisian Indonesia untuk-dapat ditindaklanjud.

- Lembaga ilmiah semacam ini dapat memanfaatkan tamatan S2. :KII\ -
sebagm Staf Penelitizdan menjadi laboratorium bagi. mah351swa~ .
mahasiswa S2. dan 83 KIK. Sebagai sebuah lembaga ilmiah, iembaga
ini harus tetbebas dan birokrasi kepolisian. Untak itu, dalam program
ker]anya yang pertama yang harus ditekankan dan diutamakan adalah
menghasitkan pubhlca51 ilmizh mengenai berbagax masalah sosial dan
Repohslan Nt o : :

PENUTUP . s

. Peranan. polisi dalam turut-mencgakkan. hukum dan mehndung1
masyarakat dari berbagai 'gangguan rasa tidak aman dan kejahatan
adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, -baik melindungi warga
masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial,
kebudayaan dan‘ekonomi yang produktif. Peranan ini hanya mungkin
dapat dilaksanakan bila fungsi polisi: tersebut sesuai dengan tantutan
kebutuhan masyarakat dan dilakukan oleh petugas kepolisian secara
profesional: Dalam zaman reformasi-yang kita jalani sekarang ini, yang
penuh dengan berbagai gejolak masyarakat, peran polisi menjadi sangat
penting-dalam turut menciptakan rasa aman.dalam kehidupan
masyarakat dan dalam meredam berbagai gejolak tersebut. Tujuan
reformasi: untuk menuju masyarakat madani yang modern dan
demokratis, sebagaimana telah digariskan oleh Presiden Habibie,
menuntut peranan polisi yang sesuai fungsinya dengan struktur
masyarakat madani yaitu polisi yang harus lebih demokratis dan lebih
profesional daripada sebelumnya :

" Profesionalisme polisi hanya mungkin dapat dilakukan dengan
memberikan pengetahuan konseptual dan teoretikal mengenai berbagai
permasalahan sosial dan kepolisian, dan kemampuan analisa untuk
mengatasi atau meredamnya. Berbagai permasalahan sosial serta
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masyarakat majemuk Indonesia sekarang ini hanya mungkin. dapat
dipecahkan dan diatasi dengan menggunakan teori-teor dan ilmu-ilmu
pengetahuan . secara antarbidang - Ilmu-Kepolisian yang antarbidang
hanya: mungkin dapat dibangun dan: dikembangkan serta digunakan
sebagai acuan bagi peningkatan profesi petugas kepolistan, yaitu melalui
adanya pendidikan tinggl pada‘taraf-S2 dan dan 83. : -
Tamatan §2 KIK adalzh para ahhi dalam’ bidangnya masing- masmg,
sedang tamatan S3-KIK adalah sebagai ahli yang mampu mengobati
bcrb_'agai penyakit sosial dan kemasyarakatan-melalai berbagai analisa
teoretikal yang kompleks dan bertingkat-tingkat. Kemampuan berpikir
secara teoritikal yang kompleks dan b'ertingka_t—tingkat diperlukan
untuk :menjadikan tamatan 83 sebagai-pemikir dan konseptor bagi
polisi profesional, karena berbagat permasalahan sosial dan kejahatan
yang -dihadapi-Indonesia dewasa ini juga sangat komp'lcks_:dan
bertingkat-tingkat: Hanya dengan kemampuan berpikir seperti itulah
polisi-akan dapat menghasilkan kebijaksanaan dan strategi bertindak
yang tepat yang memungkinkan bagi petugas kepolisian di lapangan
untuk dapat berperan secara profesional sesuai dengan fungsinya dan
sesuai dengan tuntutan masyarakat-akan profesionalisme tersebut.
Polisi Indonesia masa depan akan bertumpu pada para cendekiawan
profesional polisi tamatan S2 dan S3 KIK dalam mengantarkan citra
polisi yang profesional. : :
Polisi Indonesia, sebagal pranata dan organisasi pengayom
masyarakat dan penegak hukum, juga perlu mempunyai lembaga ilmiah
yang mengkajt masalah-rasalah sosial dan kepolisian yang terbebas
dari struktur birokrasi kepolisian. Lembaga seperti ini di satu pihak
akan dapat mengembangkan ilmu kepolisian melalui berbagai
penelitian dan pengkajian yang dilakukannya, dan -di lain pihak akan
dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang obyekuf dan
secara ilmiah- dapat dlpertanggung;awabkan : :
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